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STANDAR PELAYANAN

t KANTOR CAMAT PRAYA
1S KEWENANGAN ! SEKSI PEMERINTAHAN
IS PELAYANAN ¢ LEGALISASI SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS
10 KOMPONEN URAIAN
") (b) (c)
1 |Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

Persyaratan

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

Jangka Waktu
Penyelesaian

Biaya/Taril
Produk Layanan

Favinas

Sarana/Prasarana dan/atau

Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

3. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok;
Pokok Agraria

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Waris Dan Hibah
Wasiat

5. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan

6. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan,
Pemberhentian dan Disiplin Perangkat Desa di Kabupaten Lombok Tengah

7 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang.
Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan

8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat
Surat Pernyataan Ahli Waris, Bagi Waris, Keterangan Kematian,
Keterangan Silsilah Keluarga dari Kelurahan/Desa untuk pengurusan
Sertifikat Tanah, Foto Copy KK dan KTP Pemohon, serta SPPT Bukti Lunas

___Pajak Tanah

1. Staf seksi Pemerintahan menerima dan memeriksa dokumen/berkas Surat
Pernyataan Ahli Waris dari pemohon

2. Berkas usulan Surat Pernyataan Ahli Waris di koreksi keabsahannya oleh
Kasi Pemerintahan dan kemudian memberi paraf jika berkas memenuhi
kelengkapan persyaratan

3. Camat menerima, memeriksa dan menandatangani Surat Pernyataan Ahli
Waris serta menyerahkan kepada staf seksi Pemerintahan jika sudah
memenuhi syarat

4. Staf seksi Pemerintahan menerima, memberikan nomor regestrasi,
memberi cap stempel, menggandakan, dan mengarsipkan berkas untuk
kemudian di serahkan kepada pemohon

40 menit

RpO,- -

1. ILega!isasl Surat Pernyataan Ahli Waris
- ATK
- Buku Registrasi
- Buku Peraturan Perundangan

- Cap Stempel

@ Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

’ (b) (c)
8 |Kompetensi Pelaksana Mengusai administrasi dan prosedur legalisasi administrasi pemerintahan
dan mampu mencari alternatif pemecahan masalah
3 |Pengawasan Internal Kepala Seksi Pemerintahan
Sekretaris Camat
7 i ~ Camat
0 |Penanganan Aduan, Saran | - Kotak Pengaduan
Masukan .
dan u - Website Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah
1 |lumlah Pelaksana  |Pelaksana Pelayanan terdiridari 1 orang: ‘
' |1 pengadministrasi Umum
7 llaminan Pelayanan ~ [Sesuai standar pelayanan ’
3 |1aminan Keamanan dan sesuai maklumat pelayanan
Keselamatan Pelayanan )
_i |evaluasi kinerja pelaksana |Setiap tahun
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INTS KTWENANGAN
WIS PTLAYANAN

STANDAR PELAYANAN

: KANTOR CAMAT PRAYA
: SEXSI PEMERINTAMAN
: LEGALISASI SURAT PERMYATAAN BAGI WARIS

URAIAN

[a)

Danar Muum

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat il Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa

Terggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
Pokok Agraria

. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Waris Dan Hibah

Wasiat

. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang.
Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan

. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Xecamatan
Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

Surat Pernyataan Ahli Waris, Bagi Waris, Keterangan Kematian,
Keterangan Silsilah Keluarga dari Kelurahan/Desa untuk pengurusan
Sertifikat Tanah, Foto Copy KX dan KTP Pemohon, serta SPPT Bukti Lunas
Pajak Tanah

o | L Staf seksi Pemerintahan menerima dan memeriksa dokumen/berkas Surat

Pernyataan Bagi Waris dari pemohon

2. Berkas usulan Surat Pernyataan Bagi Waris di koreksi keabsahannya oleh
kelengiapan persyaratan

. Camat menerima, memeriksa dan menandatangani Surat Pernyataan Bagi
Waris serta menyerahkan kepada staf seksi Pemerintahan jika sudah
memenuhi syarat

. Staf seksi Pemerintahan menerima, memberikan nomor regestrasi,
memberi cap stempel, menggandakan, dan mengarsipkan berkas untuk

; E.‘f."i“ e
S |BayafTart 90, o _E
€ [Produk Layanan 1. [Legatisasi Surat Permyataan Bagi Waris
7 lwana/Prasacana danfatau| - ATK
(P iy + Buku Regstrasi
- Buky Peraturan Perundangan
- Cap Stempel

Dipindai dengan CamScanner
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;\ﬁ‘
e \EWENANGAN

ons PUAYANAN

STANDAR PELAYANAN

¢ KANTOR CAMAY PRAYA
U SEKSIEPEMUERINTANAN
U LEGALISASI SURATY KETERANGAN KEMATIAN

W] NOMPONIN
) (1)

v Dasar Hukum
H

l

) |Persyaratan

1 [Satem Mekanisme dan
Prosedur

& langka Waktu

Penyelesaian

§ [Baya/Tand

£ [Produk Layanan

7 1Sarana/Prasarana dan/atau
!6 auiitas

{
!
i

URAIAN

L Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah
Daerah Tingkat 1 Dalam Wilayah Daerah Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

L Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan

4. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang.
Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan

§. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat
Keterangan Kematian, Keterangan Silsilah Keluarga dari Kelurahan/Desa,
Foto Copy KK dan KTP Pemohon, serta SPPT Bukti Lunas Pajak Tanah

1. Staf seksi Pemerintahan menerima dan memeriksa dokumen/berkas Surat
Keterangan Kematian dari pemohon

2. Berkas usulan Surat Keterangan Kematian di koreksi keabsahannya oleh
Kasi Pemerintahan dan kemudian memberi paraf jika berkas memenuhi
kelengkapan persyaratan

3. Camat menerima, memeriksa dan menandatangani Surat Keterangan
Kematian serta menyerahkan kepada staf seksi Pemerintahan jika sudah
memenuhi syarat

4. Staf seksi Pemerintahan menerima, memberikan nomor regestrasi,
memberi cap stempel, menggandakan, dan mengarsipkan berkas untuk
kemudian di serahkan kepada pemohon

40 menit

Rp O,

l.plleulinsl Sural Keterangan Kematian
- ATK

- Buku Registrasi

- Buku Peraturan Perundangan

- Cap Stempel

[ —

Dipindai dengan CamScanner
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(b) (c)

Kompetensi Pelaksana Mengusal administrasi dan prosedur legalisast administrasi pemerintahan
dan mampu mencarl alternatil pemecahan masalah

' Pengawasan Internal Kepala Sekst Pemerintahan
Sekretaris Camat
Camat
Penanganan Aduan, Saran | - Kotak Pengaduan

0 Hompn « Website Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah

" Lumlah Pelaksana Pelaksana Pelayanan terdirl dari 1 orang ;
1. Pengadministrasi Umum

Jaminan Pelayanan Sesual standar pelayanan

~ |1laminan Keamanan dan sesual maklumat pelayanan
Keselamatan Pelayanan

|Evaluasi kinerja pelaksana |Setiap tahun

Dipindai dengan CamScanner
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STANDAR PELAYANAN

PO : KANTOR CAMAT PRAYA

NIS KEWENANGAN ¢ SEKSI PEMERINTAHAN

NIS PELAYANAN : LEGALISASI SURAT KETERANGAN SILSILAH KELUARGA

NO KOMPONEN URAIAN

a) (b) (c)

1 |Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat |l Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

3. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan

4. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang.
Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan

5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

2 |Persyaratan : Keterangan Silsilah Keluarga dan Keterangan Kematian dari
Kelurahan/Desa, Foto Copy KK dan KTP Pemohon, serta SPPT Bukti Lunas
| PajakTanah
3 |Sistem Mekanisme dan 1. Staf seksi Pemerintahan menerima dan memeriksa dokumen/berkas Surat
Prosedur Keterangan Silsilah Keluarga dari pemohon

2. Berkas usulan Surat Keterangan Silsilah Keluarga di koreksi keabsahannya
oleh Kasi Pemerintahan dan kemudian memberi paraf jika berkas
memenuhi kelengkapan persyaratan

3. Camat menerima, memeriksa dan menandatangani Surat Keterangan
Silsilah Keluarga serta menyerahkan kepada staf seksi Pemerintahan jika
sudah memenuhi syarat

4. Staf seksi Pemerintahan menerima, memberikan nomor regestrasi,
memberi cap stempel, menggandakan, dan mengarsipkan berkas untuk
kemudian di serahkan kepada pemohon

4 Jéngka' wakte 40 menit
Penyelesaian
5 [Bayaftaif  fRpo.
6 |Produk Layanan 1. [LgﬂgalisaslsguratKeteranganSllsﬂaphl(ieluar»gar o e
7 |Sarana/Prasarana dan/atau| - ATK
Fasilitas - Buku Registrasi
- Buku Peraturan Perundangan
- Cap Stempel

@ Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

s

e

L

3 [laminan Keamanan dan sesuai maklumat pelayanan
Keselamatan Pelayanan
1 |Evaluasi kinerja pelaksana |Setiap tahun

s

(b)

(c)

r
ompetenst Pelaksana

Pengawasan Internal

Penanganan Aduan, Saran
dan Masukan

Jumlah Pelaksana

Jtaminan Pelayanan

Mengusai administrasi dan prosedur legalisasi administrasi pemerintahan
dan mampu mencari alternatif pemecahan masalah

Kepala Seksi Pemerintahan
Sekretaris Camat
Camat

- Kotak Pengaduan

- Website Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah
Pelaksana Pelayanan terdiri dari 1 orang :
1. Pengadministrasi Umum

Sesuai standar pelayanan

CAMAFFRAYA
AJN JIMBOK TENGAH

Dipindai dengan CamScanner
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STANDAR PELAYANAN

po : KANTOR CAMAT PRAYA

NiS KEWENANGAN : SEKSI PEMERINTAHAN

NIS PELAYANAN : Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

w0 KOMPONEN URAIAN

a) (b) (c)

1 |Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

i

hPerslﬁr“atan

Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa

. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan,
Pemberhentian dan Disiplin Perangkat Desa di Kabupaten Lombok Tengah

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang.
Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan
. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dari
Kepala Desa, Foto copy KK, foto cofy KTP Pemohon,

LSﬁstnrm; Mekanisme dan
Prosedur

hnduwm

Perwyelesaian

-

Biaya/Tarf

. Staf seksi Pemerintahan menerima dan memeriksa dokumen/berkas Surat
Keterangan Rekomendasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat
Desa dari pemohon / Staf Desa

. Berkas usulan Surat Keterangan Rekomendasi Pengangkatan dan
pemberhentian Perangkat Desa di koreksi keabsahannya oleh Kasi
pemerintahan dan kemudian memberi paraf jika berkas memenuhi
kelengkapan persyaratan

. Camat menerima, memeriksa dan menandatangani Surat Keterangan
Rekomendasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa serta
menyerahkan kepada staf seksi Pemerintahan jika sudah memenuhi syarat

staf seksi Pemerintahan menerima, memberikan nomor regestrasi,
memberi cap stempel, menggandakan, dan mengarsipkan berkas untuk
kemudian di serahkan kepada E{T?hﬁf_‘jj?f_ Desa

40 menit

RpMO,- :
L IRekoinen&a
- ATK

- Komputer/Laptop

- Printer

- Buku Peraturan Perundangan

- Stempel

si Pengangkatén dan PeAmbe(hien;flah Pe[angkat llesa 3

Dipindai dengan CamScanner
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-1

) (b) (¢)

7 [Kompetensi Pelaksana Mengusai administrasi dan prosedur legalisasi administrasi pemerintahan
dan mampu mencari alternatif pemecahan masalah

9 Pengawasan Internal Kepala Seksi Pemerintahan
Sekretaris Camat
Camat B
0 [Penanganan Aduan, Saran | - Kotak Pengaduan - N

gan Masukan - Website Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah

T J;rn-la_h Pelaksana Pelaksana Pelayanan terdiri dari 1 orang :

1. Pengadministrasi Umum

2 J;rhﬁan Pelayanan Sesuai standar pelayanan

3 [laminan Keamanan dan sesuai maklumat pelayanan
Keselamatan Pelayanan

4 [evaluasi kinerja pelaksana |Setiap tahun

PRAYA
/ BOK TENGAH

Dipindai dengan CamScanner
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SKPO

JENIS KEWENANGAN

STANDAR PELAYANAN

¢ KANTOR CAMAT PRAYA
1 SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

URAIAN

JINIS PELAYANAN 1 SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
NO KOMPONIEN
(2) (b)

-|

10

11

12
13

14

(¢)

Dasar Hukum

Persyaratan

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

Jangka Waktu
Penyelesaian

Biaya/Tarif
Produk Layanan

Fasiltas

Kompetensi Pelaksana

Pengawasan Internal

Penanganan Aduan, Saran
dan Masukan

Jumilah Pelaksana

Jaminan Pelayanan
Jarminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan
fvaluasi binerja pelaksana

Sarana/Prasarana dan/atau| -

1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah
Daerah Tingkat |l Dalam Wilayah Daerah Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sasil
Nasional

3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahtraan Sosial

4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Dan Fungsl Pemerintah Kecamatan

6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebaglan Kewenangan Bupati kepada Camat

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Desa, Fotocopy KK dan
Fotocopy KTP,

1. Staf seksi Kesejahteraan Rakyat menerima dan memeriksa
dokumen/berkas Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pemohon

2. Berkas usulan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di koreksi
keabsahannya oleh Kasl KeseJahteraan Rakyat dan kemudian member|
paraf jika berkas memenuhi kelengkapan persyaratan

3. Camat menerima, memeriksa dan menandatangani Surat Keterangan Tidald
Mampu (SKTM) serta menyerahkan kepada staf seksi Kesejahteraan Rakya
Jika sudah memenuhi syarat

4. Staf seksi Kesejahteraan Rakyat menerima, memberikan nomor regestrasi,
memberi cap stempel, menggandakan, dan mengarsipkan berkas untuk
kemudian di serahkan kepada pemohon

40 menit

RpO,-
Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
ATK
- Buku Registras
- Cap Stempel
Mengusai administrasi dan prosedur legalisasi Surat Keterangan Tidak
Mampu
Kepala Seksi Kesejahtraan Rakyat
Sekretaris Camat
Camat
- Kotak Pengaduan
- Website Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah
Pelaksana Pelayanan terdirl dari 1 orang
1. Pengadministrasi Umum
Sesual standar pelayanan
sesuai maklumat pelayanan

Setiap tahun

Dipindai dengan CamScanner
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PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN

: KANTOR CAMAT PRAYA
: SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
¢ REKOMENDASI NIKAH

———

KOMPONEN

URAIAN

—

(b)

(c)

pasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2021 Perubahan Atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang.
Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan

. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

s;;t_e_rﬁ Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Rekomendasi Nikah dari Kelurahan/Desa, Fotocopy KK dan Fotocopy

KTP Calon Pengantin, Pas Foto Kedua Calon Pengantin
1. Staf seksi Kesejahteraan Rakyat menerima dan memeriksa
dokumen/berkas Surat Rekomendasi Nikah dari pemohon
Berkas usulan Surat Rekomendasi Nikah di koreksi keabsahannya oleh Kasi
Kesejahteraan Rakyat dan kemudian memberi paraf jika berkas memenuhi

kelengkapan persyaratan
. Camat menerima, memeriksa dan menandatangani Surat Rekomendasi

Nikah serta menyerahkan kepada staf seksi Kesejahteraan Rakyat jika
sudah memenuhi syarat
. Staf seksi Kesejahteraan Rakyat menerima, memberikan nomor regestrasi,

memberi cap stempel, menggandakan, dan mengarsipkan berkas untuk
kemudian di serahkan kepada pemohon

2.

langka Waktu Penyelesaian _ 40 ment I
BayafTarif RpO,- : L
Produk Layanan Surat Rekomendasi Nikah i o
Sarana/Prasarana dan/atau Fasilitas - ATK

- Buku Registrasi

- Cap Stempel

Kompetensi Pelaksana
Mzwasan Internal
'm;mm;\ Addan, Saran dan Miédkaﬁ
bumigh Pelaksana

Jamunan petayanan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan
Pelayanan

Erahuasi kinerja pelaksana

Mengusai administrasi dan prosedur legalisasi Surat Rekomendasi Nikah
" Kepala Seksi Kesejahtraan Rakyat
Sekretaris Camat
_Camat
. Kotak Pengaduan
- Website Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah
Pelaksana Pelayanan terdiri dari 1 orang :
1 bengadministrasl Umum
Sés'ual standar pelayanan
sesual maklumat pelayanan

Setiap tahun

Dipindai dengan CamScanner
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STANDAR PELAYANAN

SKPD ¢ KANTOR CAMAT PRAYA
JENIS KEWENANGAN : SEKSI PELAYANAN UMUM
JENIS PELAYANAN ¢ PENERBITAN AKTA KELAHIRAN
NO KOMPONEN URAIAN
(a) (b) (c)
1 |Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Administrasi
Kependudukan

4, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

5. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang.
Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

2 |Persyaratan Surat Kelahiran dari penolong kelahiran, Fotocopy buku nikah, Fatocopy
KTP Orang tua, Fotocopy KTP 2 orang saksi kelahiran, Fotocopy Kartu
Keluarga Orang Tua
3 |Sistem Mekanisme dan 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas dan
Prosedur mengambil nomor antrean

2. Petugas Pendaftaran menerima dan memeriksa berkas permohonan

3. Petugas loket mengembalikan berkas ke pemohon bila tidak lengkap

4. Pengadministrasi umum menyerahkan berkas permohonan ke putugas
oprator kompouter untuk di entri
5. Meminta Tanda Tangan Elektronik

6 Mencetak Akta kelahiran
7 Pengadministrasi umum Meregistrasi dan mengarsipkan berkas

permohonan
8. Pengambilan / pemberian Akta Kelahiran kepada pemohon
4 Jangka Waktu 90 menit -
Penyelesaian -
5 |Biaya/Tarif RpO- — e
6 |Produk Layanan Akta Kelahiran
7 |Sarana/Prasarana dan/atau| - |ATK
Fasilitas - |Buku Register
- |Komputer/Laptop
- |Printer

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

"% [Pengewaran internal il Sokat Petayaran Ui
elretaen Camag
 {Camm
10 |Penanganan Aduan, Saran _[ronn peagaaiin
e - [Webste Kacamatan Fraya Kabupaten Lambon Tengah
13 [edsh Peladsana 14 Pelayanan terdil dart  orang
s 1. Petugas Operator Adminduk
! Pengadminitrasi Umum
T::‘mm Setua sandar pelayanan
T3 [larminan Keamanan den  |sesusi makhumat pelayanan
kerelamatan Pelayanan
1 [Lvabuast kinerja pelabsana  |Setiap tahun

Dipindai dengan CamScanner
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STANDAR PELAYANAN

SKPD : KANTOR CAMAT PRAYA
JENIS KEWENANGAN : SEKSI PELAYANAN UMUM
JENIS PELAYANAN ! PENERBITAN AKTA KEMATIAN
NO KOMPONEN URAIAN
(a) (b) (c)
1 |Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Administrasi
Kependudukan

4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

5. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang.
Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

2 ﬁersyaratan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan/Desa, Surat Keterangan

Kematian dari dokter, Fotocopy KTP pelapor, Fotocopy KTP 2 orang saksi,
Fotocopy KK yang meninggal dunia

3 [Sistem Mekanisme dan 1. Pemohon Menyerahkan berkas ke petdg—a; dan mengambil nomor antrean

Prosedur

2. Petugas Loket Menerima dan memverifikasi berkas pemohonan

3. Petugas Loket Mengembaiikan berkas ke pemohon bila tidak lengkap

4. Pengadministrasi umum menyerahkan berkas ke operator komputer untuk
Mengentri permohonan Akta Kematian

5. Meminta Tanda Tangan Elektronik

6 Mencetak Akta Kematian
7 Pengadministrasi umum Meregistrasi dan mengarsipkan berkas

permohonan
8. Pengambilan / pemberian Akta Kelahiran kepada pemohon
4 [langkawaktu |90 menit
Penyelesaian Ry
S5 ﬁia\;aﬁarif o o ip_—(},z_" e T
| 6 |Produk layanan " |Akta Kelahiran
7 |Sarana/Prasarana dan/atau| - |ATK
Fasilitas - |Buku Register
- [Komputer/Laptop
= - |Printer

Dipindai dengan CamScanner
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ot 1N Pelaksana Pelaksana Pelayanan terdirt darl 2 orang ;

1 1. Petugas Operator Adminduk
| 2. Pengadministrasi Umum
= Tlaminan Pelayanan Sesual standar pelayanan

Lm“ Keamanandan  |sesuai maklumat pelayanan

13 xeselamatan Pelayanan
"1t |Evaluasi kinerja pelaksana [Setiap tahun

[e) "im
Lonk 1§B}1003 200412 1 001

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

STANDAR PELAYANAN

SKPD 1 KANTOR CAMAT PRAYA
1 JENIS KEWENANGAN I SEKSI PELAYANAN UMUM
i JINIS PELAYANAN I PENERDITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP)
NO KOMPONEN URAIAN
(o) (b) (e)

1 |Dasar Hukum

2 |Persyaratan

3 [Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Dasrah-
Daerah Tingkat I Dalam Wilayah Daerah:Daerah Tingkat | Ball, Nusa
Tenggara Darat dan Nusa Tenggara Timur

2. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Administras)
Kependudukan

4, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2010 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaltaran Penduduk dan Pencatatan Sipll

. Undang-undang (UU) Nomaor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

-

6. Peraturan Bupatl Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang,
Kedudukan Dan Fungs! Pemerintah Kecamatan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

_ﬂ

8. Peraturan Dupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebaglan Kewenangan Bupatl kepada Camat

Berusla 17 Tahun atau sudah menikah, Fotocopy Kartu Keluarga 2 Lombar

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas dan
mengambll nomor antrean
2. Petugas Pendaftaran menerima dan memeriksa berkas permohonan

Petugas loket menyerahkan permohonan KTP Clektronik untuk melakukan
perekaman

—a

4. Konsulldasl permohonan
5. Pencetakan KTP Llektronlk
6 Pengadministrasl umum Meregistrasi dan mengarsipkan berkas
permohonan
7 Pengambilan / pemberian KTP Elektronik kepada pemohon
4 langka Waktu 75 menit
Penyelesalan
5 |Biaya/Tarif Rp 0,
|6 |Produk Layanan KTP Clektronik
7 |Sarana/Prasarana dan/atau| - |ATK
Fasilitas - [Komputer/Laptop 7o
- |Printer e
- |Kamera Digital S T
- - |Blangko C-KTP

Dipindai dengan CamScanner
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STANDAR PELAYANAN

SKPD ¢ KANTOR CAMAT PRAYA
JENIS KEWENANGAN : SEKSI PELAYANAN UMUM
JENIS PELAYANAN : PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)
NO KOMPONEN URAIAN
(a) (b) (c)
1 [Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah

Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2. Undang-undang (UU) Nomaor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Administras)
Kependudukan

4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomaor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

5. Undang-undang (UU) Nomar 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomaor 90 Tahun 2016 tentang,
Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomaor 41 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebaglan Kewenangan Bupatl kepada Camat

2 [Persyaratan Fotocopy Buku nikah/Akta Perkawinan, Surat Pindah/datang bagl yang
pindah domisili
3 |Sistem Mekanisme dan 1. Pemohon Menyerahkan berkas ke petugas dan mengambil nomor antrean
Prosedur

2. Petugas Loket Menerima dan memverifikasi berkas pemohonan
3. Petugas Loket Mengembalikan berkas ke pemohon bila tidak lengkap

4, Pengadministrasi umum menyerahkan berkas permohonan ke putugas
oprator kompouter untuk di entri

5, Meminta Tanda Tangan Elektronik (TTC)

6 Mencetak Kartu Keluarga
7 Meregistrasi permohonan, Mengarsipkan berkas permohonan

8. Pengambilan Kartu Keluarga oleh Pemohon

4 |langka Waktu 85 menit
Penyelesaian
5 |Biaya/Tarif RAp 0,
Produk Layanan Kartu Keluarga
7 |Sarana/Prasarana dan/atau| - |ATK
Fasilitas - |Buku Register
- |[Komputer/Laptop
= - |Printer

Dipindai dengan CamScanner
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9 [Pengawasan Internal Yepala Seksi Pelayanan Umum
Sekretaris Camat
Camat
710 [Penanganan Aduan, Saran | - |Kotak Pengaduan
dan Masukan - |Website Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah
11 |lumlah Pelaksana Pelaksana Pelayanan terdiri dan 2 orang :
vk 1. Petugas Operator Adminduk
2. Pengadministrasi Umum
12 |Jaminan Pelayanan Sesuai standar pelayanan
13 |Jaminan Keamanan dan sesual maklymnat pelayanan
|Keselamatan Pelayanan
14 |Evaluasi kinerja pelaksana |Setiap tahun

CAMAT PRAYA
BloreoK TENGAH

Dipindai dengan CamScanner
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STANDAR PELAYANAN

SKPD ¢ KANTOR CAMAT PRAYA
JENIS KEWENANGAN ¢ SEKSI PELAYANAN UMUM
JENIS PELAYANAN : PEMERBITAN SURAT PINDAH
NO KOMPONEN URAIAN
[(3) (b) (c)

1 |Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan

3. Peraturan Pemerintah (PP) Momor 40 Tahun 2019 tentang Administrasi
Kependudukan

4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

5. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang.
Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

2 Fe—r—syaratan

Pengantar Pindah domisili dari Desa/Kelurahan, Kartu Keluarga Asli

3 |Sistem Mekanisme dan
Prosedur

4 iangka Wakty

1. Pemohon menyer—ahkan berkas permohonan kepada petugas dan
mengambil nomor antrean

. Petugas Pendaftaram menerima dan memeriksa berkas permohonan

. Petugas loket mengembalikan berkas ke pemohon bila tidak lengkap

. Petugas operator Komputer Mengentri permohonan Surat Pindah

. Meminta Tanda Tangan Elektronik

Untuk surat pindzh antar kabupaten dan provinsi Pengadministrasi umum
meminta paraf ke Kepala seksi

o N A W N

7 Untuk surat pindah antar kabupaten dan provinsi Pengadministrasi umum
meminta paraf ke sekcam

8. Untuk surat pindah antar kabupaten dan provinsi Pengadministrasi umum
meminta tanda tangan Camat

9. Mencetak Surat pindah

10. Pengadministrasi umum Meregistrasi, memberikan nomor , stempel dan
mengarsipkan berkas surat pindah antar kecamatan

11. Pengambilan / pemberian Surat Pindah kepada pemohon

Penyelesaian
5 |BiayafTarif  |RpoO,- T E b gh
6 |Produk Layanan Surat Pindah
7 |Sarana/Prasarana dan/atau| - |ATK
Fasilitas - |Buku Register
- |Komputer/Laptop
- |Printer

Dipindai dengan CamScanner
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Camat

10

Penanganan Aduan, Saran
dan Masukan

* |Kotak Pengaduan

Website Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah

Keselamatan Pelayanan

11 [lumlah Pelaksana Pelaksana Pelayanan terdirl dar) 2 orang
i 1. Petugas Operator Adminduk
s 2. Pengadministras) Umum

12 [Jaminan Pelayanan Sesual standar pelayanan
713 [laminan Keamanan dan  |sesual maklumat pelayanan

14

Evaluast kinerja pelaksana

Setlap tahun

e . CAMAT PRAYA

hina (IV/a)
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Dipindai dengan CamScanner
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STANDAR PELAYANAN

sKPD ¢ KANTOR CAMAT PRAYA
JENIS KEWENANGAN ¢ SEKSI PELAYANAN UMUM
JENIS PELAYANAN ¢ REKOMENDASI IZIN PRAKTEK DOKTER/BIDAN
NO KOMPONEN URAIAN
(a) (b) (c)
1 |Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang PATEN
. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

vt & W N

6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang.
Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

2 |Persyaratan : Fotokopi ljazah yang dilegalisir, Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang

masih berlaku dan dilegalisir, Fotokopi KTP, Rekomendasi dari organisasi

profesi sesuai tempat praktik, Surat pernyataan mempunyai tempat

praktik, Surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan, Pas foto

berwarna ukuran 4x6 cm (Dasar Merah)

3 [Sistem Mekanisme dan 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas dan
Prosedur mengambil nomor antrean
2. Petugas Pendaftaran menerima dan memeriksa berkas permohonan lzin
Praktik

3. Petugas loket mengembalikan berkas ke pemohon bila tidak lengkap

4. Pengadministrasi umum Menyerahkan berkas permohonan ke operator
untuk Mengentri

5. Petugas Administrasi meminta Paraf Kepada Kasi Pelayan Umum

6 Petugas Administrasi meminta Paraf Kepada Seketaris Cama

7 Petugas Administrasi menyerahkan berkas Kepada Camat untuk diperiksa
dan Meminta Tanda Tangan Rekomendasi izin Praktik Dokter/Bidan

8. Petugas Administrasi melakukan Registrasl (memberi nomer) dan
mengarsipkan Rekomendasi Surat lzin,
9. Menyerahkan Rekomendasi Izin Praktik Dokter/Bidan Kepada Pemohon

4 llangka Waktu 120 menit
Penyelesaian S _— e
5 |Biaya/Tarif Rp 0, : s -
6 _|Produk Layanan Rekomendasi Izin Praktik Dokter/Bidan
7 |Sarana/Prasarana dan/atau| - |ATK
Fasilinas . |Buku Register
. |[xomputer/Laptop
« |Printer

8 Dipindai dengan CamScanner
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1. Pengadministrasi Umum

[Jaminan Pelayanan

Sesuai standar pelayanan

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan
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STANDAR PELAYANAN

SXPO ! KANTOR CAMAT PRAYA
JENTS KEWENANGAN t SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
JENIS PELAYANAN ! REKOMENDASI PENCAIRAN DD dan ADD
NO KOMPONEN URAIAN
(a) (b) (¢)
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pernbentukan Daerah-

Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Ball, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor B Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

4. Peraturan Menter| Keuangan 146 Tahun 2023 tentang pengalokasian,
penyaluran, dan penggunaan dana desa pada tahun anggaran 2024,

5. PP No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

6. Peraturan Bupatl Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang,
Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan

7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

2 [persyaratan Surat Pengantar dari Desa, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

(SPTIM) darl Desa, Laporan Pelaksanaan APBDes semester pertama, buku

kas pembantu pajak tahun bersangkutan, laporan realisasi pelaksanaan

APBDes, Hasil Evaluasl penyerapan Dana Desa Tahun bersangkutan (DD).

3 [Sistem Mekanisme dan 1 [Pemohon/Pemerintah Desa menyerahkan berkas permohonan Surat
Prosedur Rekomendasi Pencairan DD dan ADD ke Petugas Loket Kecamatan

2 [Petugas loket menerima, membaca dan meneruskan/mengarahkan
pemohon kepada Pengadministrasi Umum Seksi Pemberdayaan
Masyarakat

3 [Pengadministrasi Umum Pemberdayaan Masyarakat menerima dan
memverifikasl kelengkapan berkas persyaratan pengurusan

4 |Pengadministrasi Umum Pemberdayaan Masyarakat mengembalikan
kelengkapan berkas kepada pemohon jika belum lengkap dan
menyerahkan ke Kasi Pemberdayaan Masyarakat jika kelengkapan berkas
sudah benar

5 |Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menerima, membaca, memeriksa
kelengkapan permohonan dan memberi paraf Surat Rekomendasi
Pencairan DD dan ADD serta menyerahkan kepada Sekretaris Camat

6 |Sekretaris Camat menerima, membaca, memeriksa dan memberi paraf
surat Rekomendasi Pencairan DD dan ADD serta menyerahkan kepada
|Camat

7 [Camat menerima, membaca, memeriksa dan menandatangani Surat
Llrkomendayl Pencairan DD dan ADD serta menyerahkan kepada

pengadministrasi Umum Pemberdayaan Masyarakat

8 |pengadministrasi umum Pemberdayaan Masyarakat menerima,
memberikan nomor regestrasl, memberl cap stempel, menggandakan, dan
mengarsipkan Surat Rekomendasi Pencairan DD dan ADD

9 ernlambnlan Surat Rekomendasl Pencairan DD dan ADD cleh
pemohon/Staf Pemenntah Desa

Dipindai dengan CamScanner
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vl . L. Pengadministrasi Umum SRR
e I 2. Pengelola Pemberdayaan Masyarakat
12 [lamnan Pelayanan Sesuai standar pelayanan T e
B jaminan Keamanan dan sauaimaldumatpelmmn s TR
eselamatan Pelayanan
14 |evaluasi kinerja pelaksana [Setiap tahun

Dipindai dengan CamScanner
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STANDAR PELAYANAN

KANTOR CAMAT PRAYA

'

.\QV“MN\\AN + SUBRAG UMUM & KEPEGAWAIAN

jIEAAY ANAN i+ DAFTAR SUSUNAN KELUARGA

q  NOMPONEN URAIAN

| o (&) (¢)

ﬁw HuAwm 1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Ball, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2. Undang undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasl
Kependudukan

4. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nemor 90 Tahun 2016 tentang.
Kedudukan Dan Fungsl Pemerintah Kecamatan

5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

6. Peraturan Bupatl Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

Aersyalatan Format Daftar Susunan Keluarga dari Kelurahan/Desa, Foto Copy KK dan

KTP Pemohon, serta SPPT Buktl Lunas Pajak Tanah

sstem Mekanisme dan 1. Pengadministrasi Umum pada Subbaglan Umum dan Kepegawalan

Nl menerima dan memeriksa dokumen/berkas Daftar Susunan Keluarga darl
pemohon

2. Berkas usulan Daftar Susunan Keluarga di koreksl keabsahannya oleh
Subbagian Umum dan Kepegawalan dan kemudian memberi paraf jika
berkas memenuhi kelengkapan persyaratan

3. Camat menerima, memeriksa dan menandatangani Daftar Susunan
Keluarga serta menyerahkan kepada staf Subbagian Umum dan
Kepegawalan jika sudah memenuhi syarat

4. Pengadministrasi Umum pada Subbagian Umum dan Kepegawaian
menerima, memberikan nomor regestrasl, memberl cap stempel,
menggandakan, dan mengarsipkan berkas untuk kemudian di serahkan

kepada pemohon o g s
langka Wakty Oment 2t
yelesaian
ant ~ |rpo, I ot e B S
ulk Layanan 1. lDafur Susunan Keluarga i i
Sarena/Prasarana dan/atau| - ATK
fasitas - Buku Registrasi
~ Buku Peraturan Perundangan
- Cap Stempel
:ﬂmn Pelaksana Menguasai administrasi dan prosedur Icsali_sasl admlqistusl Umum
awasan Internal Kepala Subbagian Umum & Kepegawaian s s
Sekretaris Camat
Camat
anan Aduan, Saran | - Kotak Pengaduan

- - Website Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah

Pelaksana Pelaksana Pelayanan terdirl dari 1 orang :
1. Pengadministrasi Umum

Pelayanan Sesuai standar pelayanan
fan Keamanan dan  [sesual maklumat pelayanan

 hinerja pelaksana [Setiap tahun
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(AWENANGAN
FIAYANAN

STANDAR PELAYANAN

¢ KANTOR CAMAT PRAYA
¢ SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
¢ SURAT KETERANGAN MASUK TNI/POLR|

KOMPONEN

URAIAN

()

Dasar Hukum

persyaratan

stern Mekanisme dan
rrosedur

Jsngka Waktu
Perryelesaian

Siaya/Tarif
Produk Layanan

Satana/Prasarana danfatau| - ATK

fasilitas - Buku Registrasi
- Buku Peraturan Perundangan
- Cap Stempel

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republii
Indonesia

. Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia

. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang.
Kedudukan Dan Fungsl Pemerintah Kecamatan

. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

: Format Surat Keterangan masuk TNI/POLRI dari Kelurahan/Desa, Foto

Copy KK dan KTP Pemohon, serta SPPT Bukti Lunas Pajak Tanah

Pengadmmistrasl Umum pada Subbagian Umum dan Kepegawaian
menerima dan memeriksa dokumen/berkas Daftar Susunan Keluarga dari
pemohon

. Berkas usulan Daftar Susunan Keluarga di koreksi keabsahannya oleh
Subbagian Umum dan Kepegawalan dan kemudian memberi paraf jika
berkas memenuhi kelengkapan persyaratan

1.

. Camat menerima, memeriksa dan menandatangani Daftar Susunan
Keluarga serta menyerahkan kepada staf Subbagian Umum dan
Kepegawaian jika sudah memenuhi syarat

. Pengadministrasi Umum pada Subbagian Umum dan Kepegawaian
menerima, memberikan nomor regestrasi, memberi cap stempel,
menggandakan, dan mengarsipkan berkas untuk kemudian di serahkan
kepada pemohon

40menit

Rp 0, o
1, ]SuratKeterangan masuk TNI/POLRI =

?ampeteml Pelaksana
Pengawasan Internal

Penanganan Aduan, Saran
flan Masukan

parnilah Pelaksana

erminan Pelayanan
|

arrarian Keamanan dan
llbul.m‘un Pelayanan

k:o‘kf_au kinerja pelaksana

Menguasal administrasi dan prosedur legalisasi administrasi Umum

'Kepala Subbagian Umum & Kepegawaian
Sekretaris Camat

Camat

- Kotak Pen;aduan

- Website Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah
Pelaksana Pelayanan terdirl dari 1 ounl )
1. Pengadministrasl Umum

Sesual standar pelaianan
sesuai maklumat pelayanan

Setlap tahun
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